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ABSTRAK
Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana
, bagi tersangka atau terdakwa sangat penting dikarenakan, seorang tersangka atau
, terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, ia
B tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat
: dikesampingkan pemenuhannya, seperti tersangka dan terdakwa berhak untuk
tidak disiksa, berhak untuk dijaga martabatnya, berhak untuk dianggap tidak
ks bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-
;i hak yang melekat lainnya. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif

4# yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis
:ig bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah
konsep bantuan hukum dan keterkaitannya dengan hak-hak terdakwa serta

= bagaimanakah akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP Ayat (1).
Konsep bantuan hukum dan keterkaitannya dengan hak-hak terdakwa adalah
sebagai berikut : adanya syarat-syarat untuk dapat diterapkannya ketentuan
sebagaimana digariskan oleh Pasal 56 KUHAPjo Penjelasannya; digantungkannya
kewajiban sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP pada hak tersangka
atau terdakwa untuk menerima atau tidak penunjukan penasehat hukum tersebut,
membuat gugurnya kewajiban pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau
terdakwa menolak penunjukan tersebut; tidak adanya sanksi bagi penasechat
hukum yang ditunjuk berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP apabila ia melalaikan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undmg-UMNW“‘ v
mmAdvokat.Aklbathukmnterhadapmm e
kmajiban sebagaimana ketentuan PM
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A. Konsep Bantuan Hukum dan Keterkaitannya dengan Hak- ;
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Selaras dengan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut
1. Konsep bantuan hukum dan keterkaitannya dengan hak-hak terdakwa
~ adalah scbagai berikut

a) Adanya syarat-syarat untuk dapat diterapkannya ketentuan
sebagaimana digariskan oleh Pasal 56 KUHAP jo Penjelasannya.

b) Digantungkannya kewajiban sebagaimana digariskan dalam Pasal
56 KUHAP pada hak tersangka atau terdakwa untuk menerima atau
tidak penunjukan penasehat hukum tersebut, membuat gugumya
kewajiban pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau
terdakwa menolak penunjukan tersebut.

T | Tidak adanya sanksi Bagi Penaschat Hukum Yang Ditunjuk
erdasorkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP apabila ia melalaikan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

30

selanjutnya menghadirkan terdakwa dengan didampingi oleh penasehat
hukumnya, apabila pada sidang sebelumnya temyata terdakwa hadir

tanpa didampingi oleh penasehat hukum.

B. Saran
l. Harus adanya ketegasan akan akibat hukum terhadap proses
persidangan pidana yang sedang berjalan, jika ketentuan dari Pasal 56
KUHAP dilanggar oleh pejabat yang bersangkutan dan adanya sanksi
hukum yang tegas bagi pejabat yang bersangkutan apabila ketentuan
tersebut dilanggar pemenuhannya termasuk sanksi bagi penasehat hukum
b yang melalaikan kewajibannya.

2 2. Demi kepastian hukum, agar ada keseragaman akibat hukum bagi
suatu proses persidangan pidana, bilatidak diterapkannya ketentuan
~ scbagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP, maka jika kiranya
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